
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 50 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk 
penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman 
Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, 

Dalam rangka pelaksanaan Pinjaman PEN untuk 
pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4934); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038; 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sisitem 

keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);  

19. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 
4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009  tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 
Tahun 2009  tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6177); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

 



30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

34. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 

rangka mendukung kebujakan keuangan negara untuk 
penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebujakan 
keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6542); 

 

 



38. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
155); 

39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 



48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-2019) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 377); 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 678); 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional 

Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 880); 

52. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 9); 

 

 

 

 

 

 



55. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 87); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 88); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Nomor 103);  

59. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2020 Nomor 132);  

 

 



60. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 
134); 

61. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun Anggara 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 48); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 47 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
semula berjumlah Rp. 960.157.745.718,71,- (sembilan ratus enam puluh milyar 

seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus 
delapan belas rupiah koma tujuh satu) bertambah sejumlah                            
Rp. 30.084.584.000,00,- (tiga puluh milyar delapan puluh empat juta lima ratus 

delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 990.242.329.718,71,- 
(sembilan ratus sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga 

ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma tujuh 
satu) berubah menjadi dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

 a. Semula Rp. 848.374.492.627,09,-  

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00,-  

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 853.374.492.627,09,- 

     
2. Belanja Daerah 

 a. Semula Rp. 960.157.745.718,71,-  

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 30.084.584.000,00,-  

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 990.242.329.718,71,- 

  Surplus / (Defisit) Rp. (25.084.584.000,00,-) 

     
3. Pembiayaan Daerah 

 a. Penerimaan 

  1. Semula Rp. 124.738.332.263,62,-  

  2. Bertambah/Berkurang) Rp.  25.084.584.000,62,-  

  Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 149.822.916.263,62,- 

 

 b. Pengeluaran 

  1. Semula Rp. 12.955.079.172,00,- 

  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,- 

  Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 12.955.079.172,00,- 

  Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 25.084.584.000,62,- 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,- 



Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini. 

 
Pasal 3 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial 

tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang  tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

 
Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 
Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 19 September 2020 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
 

        dto. 

 
 

UMAR AHMAD 

 
 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 20 September 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
 dto. 
 

NOVRIWAN JAYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 

NOMOR 51 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum, 
  

 
 
 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008  


